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ABSTRAK

Mahar ialah pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan tersebut
berupa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Masyarakat muslim Bugis tak
hanya menggunakan mahar sebagai pemberian wajib dalam perkawinan namun
ada juga pemberian wajib lain yang harus terpenuhi yaitu panai’ yang dijadikan
sebagai landasan utama sebelum terjadinya suatu perkawinan. Panai’ merupakan
pemberian berupa uang yang wajib dari pihak laki-laki, digunakan untuk belanja
acara resepsi oleh pihak perempuan dengan nominal yang cukup banyak. Adapun
pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana panai’ dan tradisi dalam
perkawinan masyarakat muslim Bugis dan bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap panai’ dan tradisi dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), dengan
menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. penelitian ini dilakukan
terhadap masyarakat muslim Bugis di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polewali
Mandar Sulawesi Barat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian
preskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pandangan
masyarakat muslim Bugis tentang panai’ dan tradisi dalam perkawinan
masyarakat muslim Bugis kemudian ditinjau kesesuaiannya dengan hukum Islam.
Adapun sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan
beberapa masyarakat muslim Bugis seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
orangtua anak yang akan menikah, dokumentasi, observasi dan penelusuran
referensi/studi pustaka.

Adapun pemahaman masyarakat muslim Bugis tentang panai’ terdiri atas
tiga pendapat yaitu masyarakat yang setuju adanya panai’, sebab panai’ dan
tradisi dijadikan sebagai bentuk penghargaan keluarga laki-laki kepada keluarga
perempuan sebagaimana telah merawat dan mendidik anaknya, masyarakat yang
tidak setuju jika panai’ berlaku di masyarakat sebab bisa menyebabkan dampak
bagi pihak lain jika tidak disanggupi atas permintaan dari pihak perempuan
akibatnya pelamaran gagal dan tidak direstui dan sebagian masyarakat boleh-
boleh saja jika panai’ dipertahankan dan diberlakukan sebagai tradisi yang
diteruskan oleh generasi selanjutnya secara turun termurun. Berdasarkan tinjauan
Hukum Islam maka pelaksanaan panai’ di Desa Baru tidak ada ketentuan yang
mengatur tentang panai’, jika ditinjau secara sosiologi, panai’ dapat dikatakan
sebagai fenomena sosial karena pada tataran implementasinya dapat menimbulkan
ketegangan sosial diantara kedua belah pihak keluarga dan menimbulakan rasa
gengsi dikalangan masyarakatnya. Penetapan panai’ dalam tradisi perkawinan
masyarakat muslim Bugis termasuk dalam ‘Urf fasid karena secara normatif tidak
diatur dalam nas dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’.

Kata Kunci: Mahar, Hibah, Hadiah dalam Perkawinan, Panai’ dalam tradisi
perkawinan Masyarakat Muslim Bugis



QD Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal: Skripsi Saudari Nurjannah Sewwa

Kepada Yth..

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. W,

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nurjannah Sewwa
NIM : 15350055
Judul : “PANAI’ DALAM TRADISI PERKAWINAN

MASYARAKAT MUSLIM BUGIS (STUDI TERHADAP
PRAKTEK PANAI’ DI DESA BARU KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam [lmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wi, Wb,

Yogyakarta, 26 Dzul-Qa’idah 1440 H
29 Juli 2019 M

Pembimbing,

L

M

SITI DJAZIMAH, S.Ag.. M.SL
NIP: 19700125 199703 2 001

ii



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D o FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM
I J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul :PANAT DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM BUGIS
(STUDI TERHADAP PRAKTEK PANAI' DI DESA BARU KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURJANNAH SEWWA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350055

Telah diujikan pada : Rabu, 07 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

s

A

Siti Djazimah, S.Ag., M.SL.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji | Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Dr. sul Hadi, S.Ag.. M.Ag.
NIP. 19750326 199803 1 002 NIP, 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 07 Agustus 2019




QI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah Sewwa
NIM : 15350055

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas
dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan
plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Dzul-Qa’idah 1440 H
29 Juli 2019 M

NURJANNAH SEWWA
NIM: 15350055



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya
yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Nurjannah Sewwa
NIM : 15350055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum atas penggunaan
jilbab dalam ijazah strata saya. Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang
menolak ijazah tersebut,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh
kesadaran ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 29 Juli 2019

NURJANNAH SEWWA
NIM: 15350055



MOTTO

“Kesuksesan bukan tertanda dari uang hasil pekerjaan yang telah engkau geluti,
akan tetapi tertanda dari yang telah engkau lalui di masa tersulit untuk mencapai
sesuatu yang membuat engkau layak berharga dalam kehidupan”

-Nurjannah Sewwa

Vi



PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah Swt
yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu
Sewwa dan Hindong

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada Ayah dan Ibu
yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang soleh.

Kakak dan Adik-adik Tersayang
Sitti Nur, Nurmiati, Muh. Sahid dan Muh. Nur Al-Kahfi
terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga adinda.

Almamater Keluarga Hukum Keluarga Islam 2015
....dimanapun kalian berada....

Vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Ti;l;f Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be

Pl ta’ T Te

& sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 ZAl Z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

3 Zai Z Zet
o Sin S Es
g™ Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
pA ta’ T te (dengan titik di bawah)
b1 & Z zet (dengan titik dibawah)
g ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
'& Gain G ge dan ha
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& Qaf Q Q
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%) Ndn N En
K) Waw( W We
2 ha’ H Ha
3 Hamzah ’ Apostrof
7 ya’ Y Ye

. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

Jod Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna
. Ta’ Marbutah diakhir Kata
. Bila dimatikan ditulis h
FIRN Ditulis Hikmah
ale Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).

. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka

ditulis dengan h.

el Y1) S

Ditulis

Kardmah al-auliya’

. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis

t atau h.

PREE

Ditulis

Zakah al-fitri




D. Vokal Pendek

M fathah Ditulis A
d’-é ditulis fa’ala
M kasrah Ditulis I
)5.3 ditulis Zukira
M dammah Ditulis U
Al ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
CEREH ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2 ” i A
-t ditulis Tansé
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
Juads ditulis Tafshil
Dammah + wawu mati Ditulis U
A sl ditulis Usil
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
Lo s ditulis az-zuhaili
Fatha + wawu mati Ditulis Au
2 i ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
eﬁ\\ Ditulis A’antum
s Ditulis Uiddat
ad Sl Ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

Al Ditulis Al-Qur’an
l) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.
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g+ A Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

a9l 9 Ditulis Zawi al-furid
FEWRTATY| Ditulis Ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

oA o ) A ey
s homes OF gy ) W1l Y O ugdl pildly L1 ygal Jo paian a9 el oy Al sl

el orarf Aol Al oy dars (s @hy o @ll) gy
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Penyusunan skripsi dengan judul “Panai’ dalam Tradisi Perkawinan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul, yang diartikan sebagai
sebuah ikatan dan perjanjian antara suami isteri yang mengharuskan
masing-masing dari pihak mematuhi semua kewajiban dan hak nya. Hal ini
merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahkluk-Nya
untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing
pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.!

Ketika membicarakan masalah perkawinan, banyak hal yang perlu
diperhatikan termasuk di dalamnya adalah mahar, karena salah satu hubungan
Islam yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk
mengeluarkan sejumlah kekayaan kepada calon isterinya yang disebut mahar.

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk
memberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap
perempuan tersebut dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon
istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan
membahagiakan perempuan yang akan menjadi istri.?

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari

suku-suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari

! Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
him. 9.

2 Syekh Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, Seputar Pernikahan Cet; I; (Jakarta: Darul Hag,
2002 M), him. 27.



setiap suku tersebut, bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah
suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam
masyarakat. Sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya
adalah suku Bugis yang masyarakat muslimnya lebih banyak ditemukan pada
pulau Sulawesi bersamaan dengan suku lain, yaitu Makassar, Bone, Toraja dan
Mandar.

Sebelum Islam datang, masyarakat muslim Bugis telah memiliki pedoman
hidup yang tercatat dalam Lontarak yang disebut dengan aturan-aturan dan tata
kehidupan kultural. Di dalamnya dimuat tata nilai yang mengatur kehidupan
masyarakat agar tidak terjadi konflik sehingga penyelesaian masalah dapat
diselesaikan secara kultural dan kekeluargaan.®

Tradisi pernikahan adat masyarakat Bugis layaknya seperti pernikahan
pada umumnya. Namun masyarakat Bugis memiliki perspektif yang berbeda
dalam menilai dalam pernikahan tersebut. Menurutnya, pernikahan adat
masyarakat Bugis adalah pernikahan yang syarat pencitraan status sosial
seseorang. Terutama pada masyarakat awam sebagian masih banyak belum
mengerti hakikat dari maskawin. Mereka beranggapan maskawin atau mahar
menjadi pelengkap sebuah ritual akad nikah semata.

Hal ini dapat dilihat saat proses lamaran calon mempelai pria diharuskan
memenuhi syarat untuk membayar mahar dalam tradisi yang disebut Panai’.

Panai’ adalah pemberian wajib berupa uang untuk pengantin mempelai wanita.

3 Muhammad Yusuf, “Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis”, Jurnal
Al-Ulum, Vol. 13 No. 2 (Desember 2013), him. 321-344.



Apabila tidak mengadakan pesta yang meriah dan menjalankan ritual perkawinan
adat masyarakat Bugis maka akan menjadi “buah bibir” oleh orang lain karena
dianggap hamil sebelum menikah.* Tidak ada mahar Panai’ berarti tidak ada
perkawinan. Berbeda juga dengan hantaran dalam tradisi perkawinan masyarakat
muslim Bugis. Pelaksanaan pemberian hantaran dilakukan pada saat hari akad
nikah tersebut. Hantaran dapat berupa makanan mentah, lemari, pakaian dan
sebagainya, bukan dalam bentuk uang dengan jumlah yang banyak.

Berbeda dengan adat masyarakat Bugis tersebut, pada hakikatnya dalam
Hukum Perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan Panai’.
Adapun kewajiban dalam Hukum Perkawinan Islam hanya memberikan mahar
kepada calon isteri. Terpenting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut
haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk
cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan
sebagainya sepanjang telah disepakati antara kedua pihak bersama sesuai dengan

kadar kemampuan sang suami, berdasarkan QS an-Nisa’.

Leid 0 SO Lo ans b o8 oSJ (b OB ddd (BBUw L) 19Ty
5\_5_09
Dari sudut pandang etnografis, adat istiadat yang masih dipertahankan

hingga saat ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, terdapat

kebiasaan-kebiasaan yang secara tersirat mempunyai makna yang terkandung.

4 Alfian Saktidarmanto, “Perspektif Pemuda Komunitas Bugis terhadap Pernikahan Adat
Bugis di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur,” Skripsi S1
Universitas Jember, him. 8-20.

> An-Nisa’ (4): 4.



Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian yang berjudul “Panai’ dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis
Muslim (Studi terhadap Praktek Panai’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar Sulawesi Barat)”.

B. Pokok Masalah

Skripsi ini berjudul, Panai’ dalam Tradisi dalam Perkawinan Masyarakat
Muslim Bugis (Studi terhadap Praktek Panai’ di Desa Baru Kecamatan Luyo
Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat). Berdasarkan uraian di atas, maka
masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap panai’ dalam tradisi

perkawinan masyarakat muslim Bugis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang panai’ dalam
tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis.
2. Untuk menganalisis teori terhadap hubungannya dengan kehidupan dalam
bermasyarakat dan bersuku adat yang berkaitan dengan panai’ dalam

tradisi perkawinan muslim Bugis.



D. Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis

a. Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian

ini mampu memberikan kontribusi akademis bagi seorang akademisi.

. Diharapkan dapat memperkaya koleksi kepustakaan mengenai analisis

mahar pada berbagai adat budaya yang ada di Indonesia

. Dapat menambah wawasan berfikir Kkritis dan analisis dalam

menyikapi kondisi masyarakat yang beragam hingga saat ini.

. Di samping itu, dalam praktik hasil penelitian ini dapat menjadi

sumbangsih dalam memperkaya informasi untuk dijadikan bahan

peneliti-peneliti selanjutnya.

. Dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis lain untuk

mengadakan penelitian yang bersifat etnografis, sehingga dapat
mengharmonisasikan kehidupan di Indonesia yang berbudaya dan

memiliki adat istiadatnya masing-masing sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat, bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat terkhususnya lagi untuk masyarakat awam yang
sangat minim dengan pengetahuan dalam bentuk buku bacaan maupun

alat teknologi.

. Memberikan sumbangsih bagi pemerintah maupun masyarakat,

terkhusus muslim Bugis dalam menghadapi gejolak kehidupan

sekarang ini.



E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka menampilkan kepustakaan yang
relevan telah membahas topik yang bersangkutan.b Setelah penulis melakukan
penelusuran pustaka, terdapat beberapa bentuk karya ilmiah baik berupa buku,
jurnal maupun skripsi. Berikut ada beberapa referensi:

Pertama, A. Mega Hutami Adiningsi, tentang “Tinjauan Hukum Islam
tentang Dui’ Manre (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis”. Untuk
mengkaji permasalahan di atas digunakan metode penelitian pendekatan historis,
komparasi dan penelitian kepustakaan serta penelaan terhadap artikel-artikel yang
relevan. Penelitian melalui tehnik wawancara di mana responden dipilih dengan
cara purposive. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten
Soppeng dan Bulukumba. Sumber data dalam peneitian ini antara lain hasil
wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Agama.
Tinjauan Hukum Islam tentang Dui’ Manre menjelaskan bahwa tidak ketentuan
yang mengatur tentang Dui’ manre dalam Islam, akan tetapi hukumnya mubah.’

Kedua, Nurul Aini, tentang “Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan
Adat Bugis (Kasus 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tenete Rilau
Kabupaten Barru)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
bentuk potensi konflik pada fenomena uang panaik dalam proses perkawinan adat
Bugis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Terdapat dua aspek yang

menjadi potensi konflik dalam proses perkawinan adat Bugis. Pertama, aspek

& Adib Sofia, Metode Penulisan Karya IImiah (Yogyakarta: Karya Media, 2012), him.
101.

7 A. Mega Hutami Adiningsi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dui’ Manre (Uang
Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis™ Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.



ekonomi yaitu permintaan uang panai yang tinggi untuk penyelenggaraan pesta
yang mewah, menaikkan status sosial. Kedua, aspek non-ekonomi yaitu uang
panai sebagai senjata penolakan karena perbedaan status sosial yang dimiliki oleh
kedua belah pihak.®

Ketiga, Rusdaya Basri dan Fikri, tentang “Sompa dan Dui Manre dalam
Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. Sompa dipegang oleh istri dan menjadi hak
mutlak (milik) untuk dirinya”. Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi tuntutan Dui’
Manre’ dan Sompa tidak terpenuhi sebagaimana yang dipatok oleh pihak keluarga
perempuan, dapat dipastikan pernikahan batal dilaksanakan.®

Keempat, Syahrul, tentang “Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin
dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar”. Dalam tradisi pernikahan Bugis
Makassar, kaum maskulin tersubordinasi oleh tradisi Uang Panaik dan feminis
diobjekkan layaknya seperti barang-barang yang dapat ditukar dengan uang.*°

Kelima, Moh. Ikbal, tentang “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku
Bugis Makassar”. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan dengan
wawancara dan observasi dokumenter. Data yang telah dihimpun di analisis
dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Secara

tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberia

8 Nurul Aini, “Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus 5 Keluarga
di Desa Lipukasi Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten Barru),” Skripsi Universitas Hasanuddin.

® Rusdaya Basri dan Fikri, “Sompa dan Dui Manre dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Bugis,” Jurnal DOI, Vol. 16, Mei 2018.

10 Syahrul, “Dilema Feminis sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis
Makassar,” Jurnal Al- Maiyyah, Vol. 10. 2, Juli-Desember 2017.



Uang Panaik sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat suku Bugis
Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.!

Keenam, skripsi Nurfiah Anwar tentang “Praktek Pelaksanaan Mahar
dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan
Hukum Islam” Namun, menurut tinjauan hukum Islam terhadap mahar dalam
perkawinan masyarakat Bugis Bone tersebut adalah mubah (boleh) dilaksanakan
selama telah disepakati oleh kedua belah pihak.*2

Ketujuh, Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, tentang “Tradisi Doi menre’
dalam Pernikahan Adat Bugis Jambi”. Hukum doi’ menre’ menurut hukum Islam
adalah (mubah) boleh karena kedudukannya adalah sebagai hibah. Pemberian doi’
menre’ dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat
bukan berdasarkan syar’i. jadi, menurut hukum Islam orang boleh memberikan
atau tidak memberikan doi’ menre’.™* Namun, peneliti akan mengkaji tidak hanya

berdasarkan hukum Islam saja, peneliti juga akan mengkaji secara sosiologis.

F. Kerangka Teoritik

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa mahar adalah
pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk
barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan aturan yang sudah

ditetapkan dalam hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar yang

1 Moh.lkbal, “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, The
Indonesian Journal of Islamic Family Law,” Vol.06, No. 01, Juni 2016.

2 Nurfiah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis
Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

13 Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “Tradisi Doi menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis
Jambi,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 1, No. I, 2008.



jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, namun Islam
menganjurkan penentuan mahar tersebut hendaknya berdasarkan asas
kesederhanaan dan kemudahan.

Mahar dapat berupa barang yang berharga atau jasa seperti yang dijelaskan

dalam hadis:

Selr JB daw o o o8 )l Gl o8 Mo Lyl Chug o dll L W
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Memahami dalil di atas menganjurkan bahwa mahar hendaklah tidak
memberatkan, namun fenomena yang ditemukan pada masyarakat muslim Bugis
tidak sesuai dengan landasan yang ada dalam nas dan undang-undang (KHI),
terlihat pada perilaku pemberian mahar yang justru memberatkan salah satu pihak.
Pemberian mahar umumnya dipatok dengan jumlah yang terbilang tinggi bagi
sebagian kalangan dan sudah berlangsung umum secara turun temurun hingga
sekarang.

Praktek pemberian mahar yang berlaku umum tersebut menjadi acuan

kaitannya dengan panai’. Menurut Emile Durkheim, sosiolog berkebangsaan

14 Pasal | Bab | Buku I. Lihat juga Pasal 30 dan 31 Bab V.
15 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al- Ja’fy, Sahih al-Bukhari, Juz VII, (Dar Tug
al-Najah, 1422 H), him. 17.



10

Prancis, individu-individu di dalam masyarakat memang sering mengacu pada
tradisi atau kebiaasaan yang ada pada lingkungan kebudayaannya.'® Kebiasaan,
aturan,” dan pranata-pranata sosial ini, oleh Emile Durkheim, disebut sebagai
fakta sosial (faits sociaux).®

Manusia, dalam Dberfikir dan betingkah-laku, dihadapakan pada
gejala-gejala atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah sudah ada di luar diri para
individu yang menjadi warga masyarakat tadi. Fakta-fakta sosial itu merupakan
entitas yang berdiri sendiri, lepas dari fakta-fakta individu. Fakta-fakta itu
malahan mempunyai kekuatan memaksa para individu untuk berfikir menurut
garis-garis dan bertindak menurut cara-cara tertentu.*®

Durkheim mengungkapkan:

Tatkala saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai saudara, suami, atau warga
negara dan melaksanakan komitmen tersebut, saya menjalankan kewajiban yang
didefinisikan oleh atauran dan adat dan berada di luar diri saya dan tindakan
saya...bukan saya yang menentukan kewajiban-kewajiban yang saya emban itu;

saya menerimanya melalui pendidikan.?

Fakta-fakta sosial itu juga mempunyai sifat umum, dalam arti bahwa
pengaruhnya biasanya tidak terbatas kepada satu atau beberapa individu saja,
melainkan kepada sebagian besar diri warga masyarakat yang bersangkutan.

Maksudnya adalah suatu fakta sosial yang mempunyai kekuatan memaksa yang

16 Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, terj. Inyiak Ridwan
Muzir dan M. Syukri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), him. 24.

17 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologui Klasik dan Modern, (Jakarta: PT Gramedia,
1946), him. 179.

18 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi |, (Jakarta: UI- Press, 2010), him. 87.

9 Ibid, him. 88.

20 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009),
him. 45.
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sangat umum, dan individu yang mencoba menyeleweng dari aturan tata etika
berbahasa akan dihukum dengan ejekan, dan akan dianggap sebagai orang yang
tidak tahu sopan santun.?

Apabila suatu fakta sosial sudah mantap, ia hidup sebagai entitas yang
berdiri sendiri di luar dari diri para individu, dan tetap tidak berubah walaupun
individu-individu yang mula-mula menciptakannya dan kemudian mengikutinya
dan akhirnya mati, diganti oleh suatu angkatan individu-individu warga
masyarakat yang baru, yang tetap akan mengikuti dan menyesuaikan diri
terhadapnya.?? Berdasarkan keterangan di atas, fakta sosial berupa kebiasan
praktik panai’ terus diulang-ulang hingga sekarang karena masyarakat mengikuti
praktik yang telah umum dilakukan, sekalipun praktik mahar ini, pada bagian
tertentu, tidak sepenuhnya searah dengan ketentuan hukum dalam nas dan
undang-undang (KHI).

Selain ayat-ayat al-Qur’an dan hadis dan teori fakta sosial yang telah
disebutkan di atas dalam menganalisis praktek panai’ dalam tradisi perkawinan
masyarakat muslim Bugis, penyusun juga menggunakan teori ‘urf. ‘Urf secara
harfiyah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal
manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.
‘Urf sering disebut sebagai adat,?® tetapi adat lebih umum daripada ‘urf sebab

adat kadang-kadang terdiri atas adat perorangan atau bagi yang tertentu, sehingga

2l Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi |, (Jakarta: Ul- Press, 2010), him. 88.
22 |bid.
2 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), him.128.
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hal ini tidak bisa dinamakan ‘urf, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat,
inilah yang disebut ‘urf baik bersifat umum maupun khusus.?*

Terdapat dua macam ‘urf'yaitu ‘urf sahih dan ‘urf fasid. ‘urf sahih adalah
suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nas,
tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka.
‘urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya,
dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolenkan memberi hadiah kepada
wanita tetapi bukan sebagai mas kawin. ‘urf yang seperti ini harus dipelihara
karena apabila difatwakan yang lain dari pada yang telah dibiasakan, sedangkan
kebiasaan mereka tidak bertentangan dengan nas, maka akan menimbulkan

kepicikan dan kesukaran.? Firman Allah:

Zﬁﬁd\é-\gﬁ’ﬂjﬂ\é&\.\iﬁ

Berdasarkan ‘urfyang sahih itulah ulama ushul figih membentuk kaidah:

273052 5Ll

‘urf'yang fasid yaitu ‘urf'yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah
dasar yang ada dalam syara’, ‘wrf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan

hukum. Misalnya, di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal

24 Chaerul Umam, dkk, Ushul Figih I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 159.

%5 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum islam, cet. | (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), him.
477,

% Al-Bagarah (2) : 185.

27 Chaerul Umam, dkk, Ushul Figih I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him.160-166.
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pinjam meminjam. Syarat-syarat ‘urf yang dapat dijadikan sumber penetapan

hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nas yang gat’t

2. ‘Urf harus berlaku universal. Tidak dibenarkan ‘urf yang menyamai ‘urf
lainnya, karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan
yang meninggalkan.

3. ‘Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan ‘urfyang datang kemudian.?®

Yang menjadi permasalahan, apakah praktek panai’ dalam perkawinan
masyarakat muslim Bugis termasuk dalam ‘urf sahih atau ‘urf fasid, serta apakah

telah memenuhi syarat-syarat di atas.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang objektif, sistematis dan komprehensif, maka
sebuah penelitian akan selalu mengandalkan sebuah metode. Metode penelitian
merupakan prosedur dalam melakukan sebuah penelitian.?® Dalam penelitian ini

metode yang digunakan dideskripsikan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka
lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alami, apa

adanya, dalam situasi normal dan tidak dapat dimanipulasi keadaan dan

2 |bid.

2 Adib Sofia, Metode Penulisan Karya llmiah, dilengkapi dengan Salinan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Pedoman Transliterasi (Yogyakarta: Karya Media,
2012), him. 102.
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kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.3® Dengan kata lain
informasi atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi
dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari
subjek penelitian,3 yang dalam konteks ini di Desa Baru Kecamatan Luyo
Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sehingga akan
memberikan penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan hukum tersebut.®? Setelah
penulis menemukan gagasan inti dari mendeskripsikan panai’ dalam tradisi
perkawinan masyarakat muslim Bugis, kemudian penulis menganalisis tinjuan
hukum Islam tersebut kaitannya dengan panai’ dalam tradisi perkawinan

masyarakat muslim Bugis.

3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Peneliti akan melakukan observasi di lokasi penelitiaan yaitu di

Desa Baru selama beberapa hari. Metode observasi atau pengamatan adalah

30 Suharmsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,
Cet. XIII; (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), him. 12.

31 Abdul Mustagim, Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir, Cet. 1l; (Yogyakarta: ldea
Press Yogyakarta, 2015), him. 110-111.

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 22.
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metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan penginderaan,® setelah observasi, peneliti melakukan
wawancara dengan para informan dan melakukan dokumentasi yang diperoleh
langsung oleh peneliti pada saat dilapangan, yang termasuk ke dalam sumber data
primer yaitu informan. Informan adalah orang yang dimintai informasi oleh
pewawancara yang diperkirakan menguasai dan memahami data-data terkait objek
yang sedang diteliti.®* Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat
dipercaya dan mengetahui tentang panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat
muslim Bugis di Desa Baru. Informan dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu
informan utama dan informan pendukung. Adapun informan utama dalam
penelitian ini iyalah para subyek penelitian yaitu calon mempelai yang akan
menikah baik perempuan atau laki-laki serta tokoh adat. Sedangkan informan
pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Baru, seperti Kepala desa,
anggota majelis ta’lim dan masyarakat lainnya yang dianggap dapat memberikan

informasi yang akurat.

b. Data Sekunder
Adapun sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti
yang membantu penulis dalam menjelaskan tentang panai’ dalam tradisi
perkawinan masyarakat muslim Bugis. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari
dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu

tentang panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru.

33 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 115,
3 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
llmu Sosial Lainnya, Cet. VI; (Jakarta: Kencana, 2012), him. 21.
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Dokumen dapat dikategorikan dalam penelitian ini, dokumen yang
diperlukan adalah dokumen atau arsip yang dapat memberikan keterangan yang
jelas mengenai kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial
ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan yang ada di Desa Baru,
Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Pengambilan gambar (foto) dan rekaman suara sekarang ini sudah lebih
banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kaulitatif, karena dapat
dipakai dalam berbagai keperluan. Foto dan rekaman menghasilkan data deskriptif
yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan
hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat
dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan
foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.®®

Kepustakaan yang dimaksud adalah literatur dan hasil penelitian yang
relevan. Sumber data tertulis ini seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi,
buku-buku yang relevan, media massa, dan lain-lain. Peneliti menggunakan
kepustakaan dari berbagai sumber yaitu buku, internet, skripsi, artikel dan jurnal
tentang panai’ dan tradisi perkawinan untuk memperdalam pengetahuan dan
mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi tentang panai’ dalam tradisi
perkawinan masyarakat muslim Bugis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang menjadi fokus dalam penelitian ini

dibutuhkan metode pengumpulan data yang tersusun secara benar dan sesuai

% Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods (Boston: t.p., 1982), him. 102.
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dengan tujuan penelitian, sehingga teknik pengumpulan data sangat tergantung
pada tipe permasalahnya, jenis penelitian serta situasi kondisi penelitian sendiri.
Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pustaka
Langkah awal sebelum peneliti terjun kelapangan, maka peneliti terlebih
dahulu mengkaji beberapa literatur terhadap dalam buku-buku, skripsi dan
sebagainya tentang mahar dalam perkawinan dan tradisi mahar pada masyarakat
Bugis dengan tujuan mengetahui kualitas bahasan yang menjadi landasan dari

penelitian ini.

b. Observasi/pengamatan

Metode pertama yang digunakan adalah observasi terhadap objek
penelitian. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan
pancaindera lainnya. Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data
yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
penginderaan.®® Suatu kegiatan pengamatan harus memilki 3 kriteria berikut:
Pertama, pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara
serius. Kedua, Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah
ditetapkan. Ketiga, pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan

proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik

3% M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
llmu Sosial lainnya, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 118.



18

perhatian. Selanjutnya peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai warga atau
orang dalam dari masyarakat informan tersebut, karena teknik ini memerlukan
hilangnya kecurigaan para subjek penetian terhadap kehadiran peneliti. Meskipun,
sejatinya pengamatan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan khusus dan dapat pula
sebaliknya.>” Dalam melakukan observasi, peneliti hadir dan mengamati pada
saat prosesi pelaksanaan pelamaran dan perkawinan.®® Observasi dilakukan
sesuai kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan alat
pengumpul data. Metode ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengetahui
tujuan dari sebuah tradisi yang tetap berlangsung di tempat tersebut seperti
dampak terhadap masyarakat, lingkungan, waktu dan keadaan tertentu.%
c. Metode wawancara atau interview

Wawancara merupakan salah satu perangkat metodologi favorit bagi
peneliti kualitatif. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi
verbal atau semacam percakapan yang yang bertujuan memperoleh informasi.*°
Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Namun,
perlu diketahui wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi
realitas. Kemudian, dalam konteks ini berbagai jawaban dapat diutarakan. Jadi,
wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional

(situated understanding) yang bersumber dari episode-episode interaksional

37 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2006) him. 62.

38 Abdul Mustagim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir, (Yogyakarta: Menara
Kudus, 2004), him. 113.

% |da Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, Cet. VIII,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him. 79.

40 Nasution, Metode Research, Cet. X; (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), him. 113.
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khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti,
termasuk ras, kelas sosial, kesukaan dan gender.*!

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan dialog atau tanya jawab langsung
kepada sepuluh responden (10 orang) yaitu orang tua mempelai yang dinikahkan,
tokoh agama serta beberapa anggota masyarakat Desa Baru untuk mendapatkan
informasi sebanyak-banyaknya mengenai data terkait penelitian ini. Sebelum
melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang
berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan panai’ dalam tradisi perkawinan
masyrakat muslim Bugis. Guna mendukung keberhasilan wawancara, peneliti
menggunakan peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari informan, selain itu
juga didukung dengan kamera untuk mengambil foto pada saat wawancara dan
pada prosesi perkawinan. Alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan
wawancara antara lain, pulpen, buku tulis dan handphone.

5. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan normatif, pendekatan yang akan digunakan untuk menilai
realita atau fakta yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Kemudian,
apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan juga
ditinjau kembali dalam nas. Selanjutnya, melihat dan meneliti apakah
praktek panai’ dalam tradisi perkawinan tersebut termasuk dalam urf sahih
atau urf fasid dan apakah termasuk maslahat atau madarat, sehingga dapat
memberi kesimpulan bahwa tradisi tersebut sangat ditaati oleh masyarakat

muslim Bugis.

4 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research,
diterjemahkan oleh Dariyatno dkk. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 495.
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b. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang mengkaji ketentuan
hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.*? Hal
ini berguna untuk memecahkan dan menjawab terkait permasalahan pada
panai’ dalam tradisi dalam perkawinan masyarakat muslim Bugis.
Pendekatan sosiologi pada penelitian ini maksudnya adalah menganalisis
permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data primer yang
diperoleh di lapangan dengan data sekunder.

6. Analisis Data

Menurut Pattoon sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis
data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu
pla, kategori dan satu uraian dasar. la membedakannya dengan penafsiran, yaitu
memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian
dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.*?

a. Display data

Display ini merupakan bagian dari kegiatan analisis. Dengan dibuatnya
display data, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam konteks
dapat terkuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan data, seperti bentuk tradisi,
alasan dan faktornya sehingga tetap bertahan hingga saat ini. Data yang telah
diperoleh dari lokasi penelitian penting untuk didisplay untuk mengatur

penjelasan data.

42 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
him. 15.

4 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2005), him. 280.



21

b. Reduksi data
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,
menfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana
kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.** Jadi, laporan atau data
yang diterima dari lokasi penelitian perlu dirangkum, dipertajam dan dipilih
hal-hal pokok yang berkaitan dengan panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakt
muslim Bugis, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan penulisan skripsi,
dan data yang dikumpulkan mempunyai uraian yang jelas dan tidak menyebar
pada penjelasan yang tidak bersangkutan.
c. Penarikan kesimpulan/verifikasi
Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi, maka langkah
terakhir dari aktivitas mendeskripsikan dan menganalisis data. Kemudian,
dilanjutkan dengan pengambilan tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan.

H. Sistematikan Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun
mengelompokkan pembahasan skripsi kedalam beberapa bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum mejelaskan lebih jauh tentang fokus penelitian, maka

akan dikaji terlebih dahulu tentang konsep mahar, hadiah dan hibah dalam hukum

4 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data Cet. 1V; (Jakarta: Rajawali Pers,
2014), him. 131.
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Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan sekaligus acuan untuk
menjangkau konsep mahar dengan kaitannya panai’ dalam tradisi perkawinan
masyarakat muslim Bugis. Dalam bab ini, beberapa hal yang perlu dijelaskan
yaitu pengertian dan dasar hukum mabhar, kualifikasi dan macam-macam mahar,
kedudukan mahar dalam perkawinan, pengertian hibah dan hadiah, dasar hukum
hibah dan hadiah dan rukun dan syarat hadiah.

Bab ketiga, memaparkan tentang panai’ dalam tradisi perkawinan
masyarakat muslim Bugis Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat yang meliputi gambaran umum masyarakat muslim Bugis
Desa Baru; praktek panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di
Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat meliputi
pengertian panai’, jumlah/nominal panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat
muslim Bugis, tolak ukur tingginya panai’ atau sebab tingginya panai’, pemegang
dan fungsi panai’, panai’ sebagai ajang gengsi sosial; pengaruh penetapan panai’
dalam tradisi masyarakat muslim Bugis; dan proses pelaksanaan panai’ dalam
tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis.

Bab keempat, merupakan analisis dari permasalahan yang terdapat dalam
latar belakang masalah pada skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisis terhadap
panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di Desa Baru
mencakup analisis tinjauan hukum Islam, analisis terhadap sosiologi, dan analisis
melalui urf terhadap panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat muslim Bugis di

Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.
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Bab kelima, bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian,
yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri

dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Istilah mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis yaitu panai’. Panai’
adalah berupa pemberian wajib berupa uang dari pihak laki-laki kepada keluarga
perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Berbeda dengan
pengertian mahar dalam Islam menurut masyarakat Bugis, beranggapan bahwa
mahar adalah pemberian berupa emas dan barang atau harta dari pihak laki-laki
kepada perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam.
Kedua istilah tersebut memang sangat berbeda. Mahar dipegang oleh istri dan
menjadi hal mutlak bagi dirinya sendiri. sedangkan panai’ dipegang oleh
orangtua isteri dan dihabiskan untuk membiayai semua kebutuhan prosesi

pernikahan.

Tampak jelas bahwa ada beberapa pemahaman masyarakat muslim
Bugis terkait dengan panai’ dikelompokkan sebagai berikut. pertama,
masyarakat yang setuju dengan adanya panai’ karena sangat membantu
meringankan beban biaya bagi pihak wanita pada saat akan prosesi meskipun
jumlah panai’ yang ditetapkan cukup tinggi, hingga mencapai ratusan juta.
Tradisi yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus maupun
berulang-ulang serta dijaga baik oleh mereka maka, tidak bertentangan oleh
Islam ataupun dalil yang berlaku. Kedua, masyarakat yang tidak setuju, pada

kategori ini masyarakat mengaggap bahwa panai’ sudah tidak sesuai dengan

87
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aturan yang berlaku di masa sebelumnya. Aturan itu disebut siri’ (rasa malu)
yang dijadikan sebagai kekuatan kekerabatan (persaudaraan) sesama masyarakat
Bugis dalam menjaga adat agar dapat memberikan keberkahan dalam keluarga.
Namun, Pada saat ini banyak masyarakat menjadikan tradisi tersebut sebagai
wadah untuk memanfaatkan sesuatu yang diinginkan dan juga wadah ajang
gengsi secara personal akibat fakta sosial yang dilihatnya, mengingat jumlah
yang diminta tidak wajar, faktor tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, sosial,
ekonomi dan sebagainya. Bahkan permintaan panai’ yang tinggi terkadang bisa
dijadikan peluang bagi mereka sepasang calon suami isteri melakukan hal-hal
yang buruk demi mendapatkan negosiasi ulang guna untuk meringankan beban
permintaan tersebut. Ketiga, masyarakat yang biasa-biasa saja, sebagian
masyarakat memahami panai’ tetap harus dipertahankan karena merupakan
tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Bugis. Dengan demikian,
masyarakat netral akan berusaha mencari cara agar kebiasaan buruk bisa di atasi
secara bersama-sama kemudian dirundingkan terlebih dahulu dalam keluarga
maka, lahirlah sebuah kesepakatan bersama untuk mempermudah jalan yang

ditempuh dalam mengambil keputusan.

. Tinjauan hukum Islam terhadap panai’ dalam tradisi perkawinan masyarakat
muslim Bugis bahwa penetapan panai’ di masyarakat muslim Bugis tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Jelas dalam Islam tidak mengatur secara
detail dan khusus mengenai jumlah, bentuk dan penetapan mahar. Hukum Islam
hanya menganjurkan adanya asas kesederhanaan dan kemudahan dalam

menetapkan mahar. Berbeda dengan teori Durkheim, fakta sosial menunjukkan
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bahwa dengan adanya panai’ segala persoalan yang dianggap sulit dan
cenderung rumit dalam pelaksanaan perkawinan justru ada keuntungan yang
dirasakan terhadap kedua belah pihak. Selain itu, perkawinan berjalan dengan
mudah dan masyarakat akan memuji perkawinan dengan pujian yang baik.
Panai’ bukan sebuah tindakan yang merugikan, meski implikasi negatif dengan
kata lain dapat membebani individu jika pemberian panai’ terlalu tinggi tidak
dapat diindahkan, misalnya terjadi ketegangan sosial maupun ketegangan secara
individu, kecemburuan sosial dan rasa gengsi. Panai’ termasuk ‘Urf fasid karena
secara normatif tidak sesuai dengan nas dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’.
Benar bahwa panai’ pada saat ini mendatangkan mudarat bagi pihak laki-laki
karena jumlah panai’ yang terbilang tinggi membuat pihak laki-laki takut untuk
cepat melangkah kejenjang pernikahan apalagi masih belum mapan secara
ekonomi. permintaan panai’ yang tinggi rawan berakibat seperti batalnya
pernikahan, terjadi perjodohan, kawin lari, hamil diluar nikah dan hubungan
dalam keluarga dan masyarakat akan mengakibatkan efek jerah pada

kelangsungan hidup si perempuan dan si laki-laki.

Masyarakat menganggap panai’ pada saat ini sudah sangat bergeser jauh
dari asas kesederhanaan yang ditanamkan dalam budaya siri’ (budaya malu).
Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu membebani diluar
jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena akan membawa akibat negatif,

sebagai berikut.



90

. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan,
terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibat
kadang-kadang mereka putus asa dan mengakhiri hidupnya.

. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa

berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena

mempunyai hutang yang banyak

. Mendorong terjadinya kawin lari akibat tidak ada restu dari orangtua. Kawin lari

bisa memicu hubungan kekeluargaan putus.

. Saran

.Dalam penentuan nominal jumlah panai’ sebaiknya disesuaikan dengan
kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa
diberatkan.

. Saling membantu dan gotong royong dalam keluarga sangat perlu dan penting
untuk mensukseskan acara resepsi perkawinan sebab kebiasaan saling
membantu dan gotong royong sangat baik dalam keluarga maupun masyarakat
sehingga akan menjadi suatu kebiasaan dalam tradisi perkawinan itu sendiri
apalagi untuk kepentingan generasi selanjutnya.

. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, dalam
penyelenggaraan sebaiknya nilai agama yang lebih ditonjolkan meskipun secara

adat tidak bisa ditinggalkan tradisi mahar tesebut secara keseluruhan.
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